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1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum,

Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor § Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan
Pemilihan Umum,

Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 tanggal 3
April 2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
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Il. IsiSurat
Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilhan Umum Dan Sistem Informasi Data
Pemilih.
1. Pasal 45, yang menyebutkan bahwa:

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model
A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.

2. Pasal 46, yang menyebutkan bahwa :

(1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dari PPK di
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih.

3. Pasal 47, yang menyebutkan bahwa :

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan menuangkan ke dalam
Formulir Model A-Rekap KabKo.

(2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

(3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdini dani :
a. PPK;

b. Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
d. Tentara Nasional Indonesia;

e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

f. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.

(4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses
dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.

(5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.

(6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulr
model A-Daftar Perubahan Pemilih.

(7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dtuangkan ke
dalam benta acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Kabupaten/Kota.
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4. Pasal 48, yang menyebutkan bahwa :

(1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulr Model A-
KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Mode! A-Rekap
KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada :

a. KPU Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota,

Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;

perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain

melalui PPK; dan

f. PPS melalui PPK.

(2) Salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.

(3) Berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubshan
Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.

(4) Selain salinan DPS, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6)
kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dilampin dengan
bukti dokumen autentik.

(5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikn salinan DPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota, dan perwakilan partai politk peserta Pemilu di tingkat
kecamatan dalam salinan digital yang tidak bisa diubah.

(6) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

® & p o

berita acara.

5. Pasal 49, yang menyebutkan bahwa :

(1) Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota
menyampaikan salinan DPS dalam bentuk salinan digital.

(2) Penyampaian Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara.

Bahwa sebagaimana dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan pencegahan

terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk:

htpps://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi


https://v3.camscanner.com/user/download

1 Melgksanakan penyusunan DPS dengan mempertatean ketaatan terhadap
prosedur dan jadwal yang telah deenturan

2 Melakukan pengnputan data pemdh hasd pemutakheran ke dalam Sdalh secara
cermat dan dapat dwyp vahdtas dan akurasanya.

3 Memperbadku akuras: Cata pemdh khususnya kategon pemdh salah penempatan
TPS, pemdih yang telah mennggal, pemdh tdak dikenal, pemih ¢ bawah umur,
pemih bukan penduduk setempat, pemiih pragurt TNI dan pemiih Anggota POLRI,
Memastkan akurasi dan vaiditas data ragam pemih disabitas,

5 Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbakan can
Pengawas Pemily,

6 Memastkan rekapdulasi dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Fola
dilaksanakan melalui pleno terbuka yang melbatkan, antara lain PPK, Bawaslu
Kabupaten/Kota, perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, TNI, POLRI,
dan perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 47 Ayat (3)
PKPU 7 Tahun 2022;

7. Mengumumkan DPS dengan menampikan daflar nama Pemiih secara urut
berdasarkan abjad di seluruh media KPU Kzbupaten Banyuwangi (media sosial,
website dan papan pengumuman);

8. Menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam
bentuk salinan digital kepada beberapa pihak sebagaimana Pasal 48 Ayat (1) PKPU
7 Tahun 2022;

9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak piihnya
pada tautan hitps //cekdptoniine kpu go id/

10.Memastikan PPS mengumumkan DPS ditempat yang mudah dijangkau oleh
masyarakat serta memberikan pelayanan aduan masyarakat terkait status hak piih.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.
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